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Devia Intan Trisnawati. 2019. E0015105. PRINSIP TRANSPARANSI DAN 
PRINSIP PARTISIPASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK 
PEMBANGUNAN REL KERETA API STASIUN SOLO BALAPAN – 
BANDARA ADI SOEMARMO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip transparansi dan prinsip 
partisipasi sudah diterapkan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel 
kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo dan apakah peraturan 
perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum sudah mengatur prinsip transparansi dan prinsip partisipasi.  
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). 
Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan 
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan. Kesatu, 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan 
– Bandara Adi Soemarmo secara garis besar telah menerapkan prinsip transparansi dan 
prinsip partisipasi kecuali dalam hal penilaian besaran ganti kerugian oleh Badan 
Penilai Publik tidak terdapat prinsip transparansi dan prinsip partisipasi namun 
penyampaian hasil penilaiannya dilakukan secara langsung dan transparan kepada 
warga yang terdampak. Kedua, dalam peraturan perundang-undangan terkait 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara implisit telah 
mengatur prinsip transparansi dan prinsip partisipasi kecuali dalam hal penilaian 
besaran ganti kerugian oleh Badan Penilai Publik belum terdapat prinsip transparansi 
dan prinsip partisipasi.  
 














Devia Intan Trisnawati. 2019. E0015105.PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND 
PRINCIPLES OF PARTICIPATION IN land acquisition FOR DEVELOPMENT OF 
RAIL TRAINS IN SOLO BALAPAN STATION - ADI SOEMARMO AIRPORT. 
Law Faculty Sebelas Maret University 
This study aims to determine whether the principle of transparency and the 
principle of participation has been applied in the process of land acquisition for the 
construction of the Solo Balapan Railway - Adi Soemarmo Airport and whether the 
legislation related to land acquisition for development for public interest has regulated 
the principle of transparency and participation principles. 
This legal research is a normative legal research that is prescriptive. The approach 
used is a statute approach. The type of data used is secondary data types. Data sources 
used include primary legal material and secondary legal material. The legal material 
collection technique used is library research. Legal material analysis techniques used 
syllogism methods through deductive thought patterns. 
Based on the results of the research and discussion conclusions were produced. 
First, the implementation of land acquisition for the construction of the Solo Balapan 
Railway - Adi Soemarmo Airport in general has implemented the principle of 
transparency and principle of participation except in the case of assessing the amount 
of compensation by the Public Appraisal Body there is no principle of transparency 
and principle of participation but the results of the assessment are submitted directly 
and transparently to affected people. Second, in the legislation related to land 
acquisition for development for the public interest implicitly has regulated the principle 
of transparency and the principle of participation except in the case of the assessment 
of the amount of compensation by the Public Appraisal Agency, there is no principle 
of transparency and principle of participation. 
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diterapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah.  
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8. Sahabatku (Ayu dan Silvi) yang telah menemani perjalanan penulis selama 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia merupakan negara berkembang, sebagai negara yang berkembang 
maka sekarang ini Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional 
diberbagai bidang. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi 
Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dimana 
tanggungjawab untuk melaksanakan hal tersebut ada pada pundak pemerintah. Salah 
satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan 
untuk kepentingan umum.  
Pembangunan kepentingan umum harus terus diupayakan pelaksanaannya, 
mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula 
kebutuhan akan berbagai fasilitas umum seperti : fasilitas transportasi, fasilitas 
pendidikan, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya. 
Pembangunan fasilitas-fasilitas umum tersebut tentu memerlukan tanah sebagai sarana 
utama. Tanah menjadi modal dasar pembangunan, hampir tidak ada kegiatan 
pembangunan yang tidak memerlukan tanah (Agus Yafli Tawas, 2013: 64). 
Apabila persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak 
menjadi masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumber daya alam yang 
sifatnya terbatas, dan luasnya tidak dapat bertambah. Tanah yang tersedia sudah 
banyak yang dilekati dengan hak (hak atas tanah), dan persediaan tanah negara sudah 
sangat terbatas. Maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah 
tersebut, sebagaimana sesuai dengan fungsinya, pemerintah memiliki tanggung jawab 
dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur guna 






Kewenangan pemerintah secara normatif untuk mengatur bidang pertanahan 
berpijak pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian “dikuasai” 
diuraikan lebih rinci dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta termasuk 
kekayaan alam di dalamnya. Kekuasaan mengatur ini meliputi baik tanah-tanah yang 
telah dimiliki seseorang atau badan hukum termasuk yang belum. 
Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya 
dijelaskan dalam Pasal 18 UUPA tanah sebagai fungsi sosial mengandung arti apabila 
tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah tersebut dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh 
undang-undang.  
Berdasarkan ketentuan di atas untuk memenuhi kebutuhan tanah dalam 
mewujudkan pembangunan nasional untuk kepentingan umum, pemerintah dapat 
melakukan pencabutan/pembebasan tanah atau yang disebut juga dengan pengadaan 
tanah. Pembebasan tanah dimungkinkan tapi dengan diikat syarat – syarat, misalnya 
harus diberikan ganti kerugian yang layak.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 tahun 2012), dalam Pasal 1 
Angka 2 menjelaskan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ganti 
Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam 
proses pengadaan tanah. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau 
memiliki objek pengadaan tanah (Rahayu Subekti, 2016: 379). 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia sering menimbulkan 





mempertahankan hak kepemilikkannya, atau tidak bersedia untuk dibebaskan 
tanahnya. Pada sebagian pembebasan tanah khususnya pembebasan tanah untuk 
pembangunan kepentingan umum, sebagian masyarakat memiliki paradigma bahwa 
dirinya akan mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan ini terjadi karena ganti rugi yang 
didapat tidak seimbang dengan harga pasaran, yang berarti masyarakat tersebut akan 
kehilangan tempat tinggal.  
Indonesia sebenarnya memiliki peraturan perundang-undangan yang 
dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang terdampak pengadaan tanah. Tapi 
peraturan-peraturan ini juga tidak memastikan ruang transparansi dan partisipasi yang 
ideal dalam proses pengadaan tanah. Di bawah aturan-aturan ini, warga terdampak juga 
diberi ruang tawar menawar yang sempit untuk mendapatkan kompensasi. Pelaksana 
pengadaan tanah baik pemerintah maupun perusahaan pelaksana proyek diharuskan 
bertemu dengan warga terdampak. Tapi forum ini biasanya hanya formalitas. Warga 
terdampak kerap tidak mendapatkan kesempatan bernegosiasi untuk mendapat 
kompensasi yang mereka inginkan dalam pertemuan ini karena pihak pelaksana 
pengadaan tanah biasanya telah menentukan jenis dan jumlah kompensasi sejak awal 
(https://theconversation.com/indonesia-harus-membuat-pengadaan-tanah-lebih-
transparan-dan-partisipatif-88087. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 10.45 
WIB). 
Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan 
– Bandara Adi Soemarmo yang masih menimbulkan polemik. Masih ada beberapa 
warga yang menolak untuk melepaskan tanahnya khususnya warga di Kelurahan 
Kadipiro, Kecamatan Banjarsari dikarenakan nilai ganti rugi yang tidak sesuai harapan. 
Menurut warga, mereka tidak dilibatkan dalam penentuan nilai kompensasi. Tiba-tiba 
tim pembebasan lahan menyodorkan hasil penilaian yang berisi nominal ganti rugi. 
(http://jateng.tribunnews.com/2018/01/09/terkait-rel-kereta-api-bandara-adi-
soemarmo-pemilik-lahan-terdampak-abaikan-tenggat. Diakses pada tanggal 18 





Maka berdasarkan permasalahan tersebut sudah seharusnya pelaksanaan 
pengadaan tanah dilakukan secara transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat 
agar tercapai kesepakatan diantara para pihak. Prinsip transparansi yang dimaksud 
yaitu bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan 
akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
pengadaan tanah, termasuk mengenai ganti rugi juga harus dilakukan secara terbuka 
dengan cara musyawarah antar pihak terkait agar memperoleh kesepakatan bersama.  
Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip partisipasi adalah dukungan dalam 
penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 
Berdasarkan prinsip partisipasi, masyarakat yang terkena dampak harus turut baik 
secara langung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan tanah termasuk 
diikutsertakan dalam musyawarah penentuan ganti kerugian agar tercapai kesepakatan 
diantara para pihak yang berkepentingan. 
Berdasarkan latar belakang diatas, dan sehubungan dengan kompleksitas 
permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut, maka menarik minat 
penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan rel kereta 
apidari Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo khususnya di Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta, apakah telah sesuai dengan prinsip transparansi dan prinsip 
partisipasi dalam pengadaan tanah, maka penulis mengajukan penulisan hukum dengan 
judul “PRINSIP TRANSPARANSI DAN PRINSIP PARTISIPASI DALAM 
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL KERETA API 










Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu: 
1. Apakah Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi sudah diterapkan dalam proses 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rel kereta api Stasiun Solo Balapan – 
Bandara Adi Soemarmo? 
2. Apakah Peraturan Perundang-Undangan sudah Mengatur Prinsip Transparansi dan 
Prinsip Partisipasi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian 
digunakan untuk memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam 
suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam 
proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan 
– Bandara Adi Soemarmo. 
b. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam peraturan 
perundang-undangan terkait. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap sebagai bahan utama dalam 
menyusun penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan akademis 
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan wawasan penulis dalam 





transparansi dan prinsip partisipasi dalam proses pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian dan penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
berguna bagi para pihak baik penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari penelitian dan penulisan ini adalah: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 
umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. 
b. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memperkaya referensi 
sehubungan dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam 
proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan dapat 
menjadi literatur atau acuan berbagai pihak untuk penelitian-penelitian di masa 
yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian dan penulisan ini dapat mengembangkan penalaran dan 
membentuk pola pikir dinamis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi ilmu hukum. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atau pemecahan terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. 
Penelitian hukum pada dasarnya adalah proses menemukan kebenaran koherensi, yaitu 
apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa 





seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinnsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 47). 
Menganalisa dan mendapatkan jawaban atas isu-isu hukum yang diteliti, maka 
diperlukan penggunaan metode yang tepat dalam penelitian hukum. Penelitian yang 
penulis susun merupakan penelitian hukum, sehingga berdasarkan uraian diatas 
penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam disiplin ilmu 
hukum, agar penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian hukum. 
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian 
hukum (legal research) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah 
aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau 
larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai 
dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:47). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang 
berkaitan dengan hukum (legal research) sudah jelas bahwa penelitian tersebut 
selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah 
bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Ilmu yang bersifat preskriptif yaitu ilmu 
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan,ilmu hukum 
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 22). Penelitian ini 
bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan 
argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 32). 





Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam 
penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 133): 
a. Pendekatan kasus (case approach) 
b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
c. Pendekatan historis (historical approach) 
d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 
e. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas 
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan 
isu hukum yang ditangani. 
Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan 
yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis menggunakan pendekatan konseptual 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 136) dalam penelitian ini karena menurut penulis 
dengan pendekatan konseptual bisa memberikan gagasan-gagasan terhadap 
penelitian yang dilakukan sebagai solusi atas suatu permasalahan. Sehingga penulis 
meneliti isu hukum yang ada berdasarkan konsep-konsep hukum dan asas-asas 
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.  
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian hukum 
ini, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi 
Surakarta. 
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Sumber penelitian digunakan sebagai dasar untuk memecahkan isu hukum. 





dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat terdiri 
dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan 
perundang-undangan, serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).  
Bahan hukum pimer yang digunakann dalam penulisan hukum ini, antara lain 
adalah sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 
40 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Jo Peraturan 
Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. 
4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah  
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku teks, karena buku 
teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik 
para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan 
hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam 
bentuk buku maupun jurnal-jurnal (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 182-183). 
Selain yang di atas, bahan hukum sekunder juga dapat bersumber dari karya 





dan disertasi serta artikel yang termuat dalam internet sebagai pendukung 
penelitian. 
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Studi 
dokumen adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan 
hukum tertulis dengan menggunakan content analysis, yang berguna untuk 
mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian 
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
7. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian adalah dengan 
metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Pola berfikir deduktif terdapat 
2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor 
yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor merupakan fakta 
hukum dalam pelaksanaan suatu aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-
90). Sehingga dari kedua premis tersebut dapat diambil kesimpulan. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum  
Sistematika penulisan ini disajikan dalam rangka memberikan gambaran yang 
jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai bahasan yang dikaji oleh penulis. 
Penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini dalam 4 (empat) bab, dimana setiap 
bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah 
pemahaman, pembahasan dan menganalisis isi dari penelitian hukum yang dimaksud. 
Adapun sistematika penulisan hukum tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 





BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab tinjauan pustaka penulis menguraikan beberapa kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis menguraikan Tinjauan 
tentang Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi, Tinjauan tentang 
Pengadaan Tanah, Tinjauan tentang Kepentingan Umum dalam Pengadaan 
Tanah, serta Tinjauan Musyawarah dan Ganti Kerugian dalam Pengadaan 
Tanah. Kerangka pemikiran, penulis menampilkan gambar untuk 
mempermudah pemahaman. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang 
didapat dari proses penelitian serta menganalisis permasalahan yang telah 
dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam tulisan ini. Dalam penulisan 
hukum ini yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu apakah prinsip 
transparansi dan prinsip partisipasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – 
Bandara Adi Soemarmo dan apakah peraturan perundang-undangan sudah 
mengatur prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan 
dari pembahasan sebelumnya dan saran atau rekomendasi terhadap 
permasalahan yang telah dikaji untuk kemudian saran atau rekomendasi 








A. Kerangka Teori 
 
a. Tinjauan tentang Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi 
1) Prinsip Transparansi 
a) Pengertian Transparansi 
Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, 
nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai 
kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang 
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-
hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003). 
Nico Andrianto menyatakan bahwa , “Transparansi adalah suatu 
keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat 
bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik (Nico Andrianto, 2017: 20). 
Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009: 104) mengatakan 
transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan 
prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian 
informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengandung 
arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, jelas dan 
tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan serta tidak boleh ada 
hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi 
pengungkapannya. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud 





masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
pengadaan tanah, dengan cara mengkomunikasikan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh pengetahuan 
mengenai isi dari peraturan tersebut. Demikian pula mengenai rencana 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dikomunikasikan 
kepada pemilik tanah mengenai tujuan peruntukan tanah dan besarnya 
ganti kerugian, serta tata cara pembayaran ganti kerugian, dan 
keseluruhan proses administrasi atas pelepasan tanah tersebut, hal ini 
dimaksudkan agar tidak ada kebohongan diantara para pihak.  
 
b) Indikator Transparansi 
Mustopa Didjaja (2003: 261), prinsip transparansi meliputi 5 (lima) 
hal sebagai berikut : 
(1) Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut 
memberikan pendapatnya.  
(2) Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang 
perlu diketahui oleh masyarakat.  
(3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur 
penyusunan rancana)  
(4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku 
tanah dll.)  
(5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 
Adapun beberapa Indikator transparansi menurut Kristianten 
(2006:73) yakni:  
(1) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen,  
(2) Kejelasan dan kelengkapan informasi,  
(3) Keterbukaan proses, dan  





Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, 
indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:  
(1) Penyediaan akses informasi yang jelas tentang proyek dan 
dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, 
rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada), dan 
hak masyarakat untuk menyampaikan keberatannya. 
(2) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan pengadaan 
tanah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. 
(3) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat terutama 
mengenai besaran ganti kerugian. 
 
2) Prinsip Partisipasi 
a) Pengertian Partisipasi 
Partisipasi berasal dari kata Bahasa Inggris "participation" artinya 
pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta 
seseorang atau kelompok masyarakat masyarakat secara aktif dari proses 
perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan 
kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Slamet, 
1994: 7). 
Sumardi (2010:46), mengatakan bahwa “Partisipasi berarti peran 
serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan 
baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan 
memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,modal dan atau 
materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil 
pembangunan”. 
Adisasmita (2006: 38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah 
keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, 
meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) 





Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan 
aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk 
berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. 
Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan 
diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program 
pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. Conyers (1992:154) menyebutkan terdapat tiga alasan 
utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat 
penting, yaitu :  
1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat 
setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta 
proyek-proyek akan gagal.  
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 
proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 
tertentu.  
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila 
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka 
sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut 
“urun rembug‟ (memberikan saran) dalam menentukan jenis 
pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka. 
Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38), Partisipasi dapat dibagi 
menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yakni:  
(1) Partisipasi Langsung 
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan 
tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap 





pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan 
orang lain atau terhadap ucapannya.  
(2) Partisipasi tidak langsung  
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak 
partisipasinya. 
Tujuan diterapkannya prinsip partisipasi dalam pengadaan tanah 
dimaksudkan agar masyarakat pemilik tanah, masyarakat yang terkena 
dampak, serta LSM yang ada di lokasi pengadaan tanah dilibatkan dalam 
tahap pengumpulan data, perencanaan pemukiman kembali 
(resettlement), dan dalam pelaksanaan proyek. Maka diperlukan 
komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait secara intensif dan 
berkesinambungan untuk saling memberi masukan yang diperlukan. 
Peran serta semua pihak yang terkait secara aktif dalam proses pelepasan 
hak atau pencabutan hak akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat 
memperkecil kemungkinan timbulnya penolakan terhadap kegiatan 
pencabutan dan atau pelepasan hak atas tanah (Achmad rubaie, 2007: 9). 
Sherry R Arnstein membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap 
program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam 8 tingkat 
partisipasi masyaraka, adapun tingkatannya sebagai berikut (Sigit 
Wijaksono, 2013: 27): 
(1) Manipulation 
partisipasi terendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya 
saja. Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada 
komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk 
melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program tapi untuk mendidik atau ”menyembuhkan” partisipan 







Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif 
datang dari pemerintah dan hanya bersifat satu arah, jadi masyarakat 
hanya mendengar saja. Pemegang kekuasaan memberikan alasan 
proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun 
terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir 
masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu 
sendiri.  
(3) Informing 
Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih 
bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah 
diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan 
kesempatan melakukan tanggapan balik (feed back). 
(4) Consultation 
Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah. 
Sudah ada penjaringan aspirasi, saran dan kritik ditampung, telah 
ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi 
masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah 
aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi, 
karena keputusan akhir ada pada pemerintah/pemegang kekuasaan.  
(5) Placation 
Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada 
negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat 
dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan 
kegiatan dan memberikan kritiknya. Namun pemerintah tetap 








Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan 
mitra sejajar/partner kerja. mereka bersama sama dalam menyusun 
dan melaksanakan program kerja. Kekuasaan telah diberikan dan 
telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, 
baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan 
evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses 
untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk 
bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan. 
(7) Delegated Power 
Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada 
masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, 
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan 
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.  
(8) Citizen Control 
Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur 
program yang berkaitan dengan kepentingannya sehingga dapat 
mengendalikan proses pengambilan keputusan biasanya terkait 
sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa pihak ketiga. 
Selanjutnya Arnstein membagi 8 tingkatan partisipasi masyarakat 
menjadi 3 kelompok besar, yaitu: 
(1) Tidak ada partisipasi sama sekali (non participation) meliputi 
Manipulation dan  Therapy. 
These two rungs describe levels of “non-participation” that have 
been contrived by some to substitute for genuine participation. Their 
real objective is not to enable people to participate in planning or 
conducting programs, but to enable powerholders to “educate” or 





Berdasarkan cuplikan jurnal di atas, dapat diketahui bahwa sasaran 
dari kedua bentuk ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat 
yang berpartisipasi. 
(2) Partisipasi masyarakat tinggal menerima beberapa ketentuan 
(degrees of tokenism), meliputi informing, consultation, dan 
placation. Tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan 
diperkenankan berpendapat tapi tidak menjamin bahwa pandangan 
mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.  
(3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan 
(degrees of citizen power), meliputi partnership, delegated power, 
dan citizen control. Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki 
pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan menjalankan 
kemitraan (partnership) dengan kemampuan tawar menawar 
bersama-sama pengusaha atau pada tingkat yang lebih tinggi 
pendelegasian kekuasaan (delegated power) dan pengawasan 
masyarakat (citizen control).  
 
b) Indikator Partisipasi 
Menurut Marschall (2006) partisipasi masyarakat dapat dilihat 
berdasarkan indikator, sebagai berikut:  
(1) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat. 
(2)  Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. 
(3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat 
dalam proses pengambilan keputusan. 
Berbeda dengan Marschall (2006), menurut Oakley (1991:9) 
partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu:  
(1) Adanya kontribusi.  
(2) Adanya pengorganisasian. 





(4) Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.  
 
b. Tinjauan tentang Pengadaan Tanah 
1) Pengertian Pengadaan Tanah 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo 
Perpres No. 71 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah 
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak 
dan adil kepada pihak yang berhak.  
Menurut Boedi Harsono (2008:7), pengadaan tanah adalah perbuatan 
hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara 
pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan 
dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai 
kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. 
Menurut Gunanegara (2008: 2-3), pengadaan tanah adalah proses 
pelepasan hak atas tanah kepemilikan orang atau tanah dan/atau benda-benda 
yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.  
 
2) Regulasi Pengadaan Tanah 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pelaksananya 
yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 
40 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Jo Peraturan 
Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 
Peraturan Penunjang Teknis yaitu Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 





Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: 
a) Kemanusiaan 
Pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan 
terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional. 
b) Keadilan 
Pengadaan tanah harus memberikan jaminan penggantian yang layak 
kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga 
mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang 
lebih baik. 
c) kemanfaatan  
Hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi 
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 
d) Kepastian 
Memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan 
tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang 
berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. 
e) Keterbukaan 
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan 
memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 
yang berkaitan dengan pengadaan tanah. 
f) Kesepakatan 
Bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak 
tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 
g) Keikutsertaan 
Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui 
partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, 





h) kesejahteraan;  
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai 
tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat 
secara luas. 
i) keberlanjutan 
Kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, 
berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
j) Keselarasan 
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan 
dengan kepentingan masyarakat dan negara. 
 
4) Tahapan Pengadaan Tanah 
Adapun tata cara pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2012  adalah sebagai berikut: 
a) Perencanaan 
Menurut Pasal 14 ayat (2) perencanaan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pernerintah Instansi yang bersangkutan. Perencanaan Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan persiapan. 
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun 
dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling 
sedikit memuat:  
(1) maksud dan tujuan rencana pembangunan;  
(2) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 
Pembangunan Nasional dan Daerah;  
(3) letak tanah;  





(5) gambaran umum status tanah;  
(6) perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;  
(7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;  
(8) perkiraan nilai tanah; dan  
(9) rencana penganggaran. 
 
b) Persiapan 
Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang telah 
dibuat, Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi 
melaksanakan:  
(1) pemberitahuan rencana pembangunan 
Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada 
masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan 
Umum, baik langsung maupun tidak langsung. 
(2) pendataan awal lokasi rencana pembangunan 
meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan 
objek pengadaan tanah yang dilaksanakan dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana 
pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan 
digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik 
rencana pembangunan. 
(3) Konsultasi Publik rencana pembangunan.  
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk 
mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak 
yang berhak. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak 
yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta 
dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum 
atau di tempat yang disepakati. Kesepakatan tersebut dituangkan 





tersebut, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan 
permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur 
menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan 
penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah. 
 
c) Pelaksanaan 
Setelah mendapat penetapan lokasi pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Gubernur, selanjutnya instansi yang 
memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada 
Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut meliputi: 
(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,  
penggunaan dan pemanfaatan tanah 
(2) Penilaian ganti kerugian 
(3) Musyawarah penetapan ganti kerugian 
(4) Pemberian ganti kerugian 
(5) Pelepasan hak obyek  pengadaan tanah 
(6) Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan 
data administrasi pengadaan tanah 
(7) Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan 
obyek pengadaan tanah 
 
d) Penyerahan Hasil 
Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada 
Instansi yang memerlukan tanah setelah:  
(1) pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan 
pelepasan hak telah dilaksanakan; dan/atau  





Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan 
kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan 
tanah pada point (1) dan (2) tersebut di atas. 
 
c. Tinjauan tentang Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah 
Huybers dalam bukunya Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah mendefinisikan 
kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang 
memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu 
sebagai warga negara dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik 
dan pelayanan publik. Sedangkan menurut pendapat John Salindeho, kepentingan 
umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama 
dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan 
Hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan 
ketahanan nasional serta wawasan nusantara (John Salindeho, 1987: 40). 
Maria SW. SoemardJono menyatakan bahwa “kepentingan umum selain harus 
memenuhi “peruntukkannya” juga harus dapat dirasakan “kemanfaatannya”. 
Pemenuhan unsur pemanfaatan tesebut agar dapat dirasakan oleh masyarakat 
secara keseluruhan dan/atau secara langsung. Selain itu, juga perlu ditentukan 
"siapakah” yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan 
umum tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan 
dalam konsep kepentingan umum (Christiana, 2012: 48). 
Pengertian kepentingan umum harus dikembalikan kepada peraturan pokoknya 
yaitu UUPA. Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, 
hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan 
menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bila dilihat dari isi pasalnya, 
kriteria kepentingan umum menurut UUPA yaitu meliputi kepentingan umum, 





Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini menyatakan bahwa 
kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus 
diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. 
Soetandyo WignJosoebroto, Kepentingan umum pada hakikatnya tidak dapat 
mengabaikan kepentingan pribadi, bahkan harus mencirikan hal-hal sebagai berikut 
(Soetandyo WignJosoebroto, 1992: 19):  
1) Kepentingan pemilik tanah tidak diabaikan;  
2) Tidak menyebabkan pemilik tanah mengalami kemunduran dalam kehidupan 
selanjutnya baik sosial maupun ekonomi;  
3) Pemilik tanah memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung penggunaan tanahnya yang dilepaskan haknya;  
4) Ada kelayakan ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah 
Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum, 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk 
Kepentingan Umum. Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012, tanah untuk kepentingan 
umum yang digunakan untuk pembangunan, meliputi:  
1) pertahanan dan keamanan nasional;  
2) jalan umum, jalan tol, terowongan, rel kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas 
operasi kereta api;  
3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan 
air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;  
4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;  
5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;  
6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;  
7) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;  





9) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;  
10) fasilitas keselamatan umum;  
11) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;  
12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;  
13) cagar alam dan cagar budaya;  
14) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa  
15) Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta 
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;  
16) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;  
17) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan  
18) pasar umum dan lapangan parkir umum. 
 
d. Tinjauan tentang Musyawarah dan Ganti Kerugian 
1) Musyawarah 
Pada hakikatnya pengadaan tanah adalah perbuatan pemerintah untuk 
memperoleh tanah untuk kepentingan umum yang ditempuh berdasarkan 
musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pelepasan hak dan ganti 
rugi sebelum ditempuhnya pencabutan hak. Hasil dari musyawarah inilah yang 
kemudian menjadi dasar bagi pembayaran ganti rugi (Rahayu Subekti, 2016: 
381). 
Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan pengamalan dari sila 
keempat Pancasila untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara dan bermasyarakat. Musyawarah harus dilandasi dengan kesetaraan 
kedudukan para pihak. Di dalam musyawarah tidak boleh ada paksaan, tipuan, 
kekhilafan maupun penyalahgunaan keadaan. Proses musyawarah sama 
dengan proses negosiasi dalam suatu perjanjian dimana para pihak berusaha 
mempertemukan keinginan masing-masing untuk mencapai win-win solution. 
Pengertian musyawarah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-





musyawarah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, 
Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, 
saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah 
lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan 
dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan 
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan 
tanah. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam 
musyawarah, mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Bernhard Limbong, 
2015: 175-176):  
a) adanya kesukarelaan dari pihak yang berhak. 
b) sikap saling menerima pendapat atau keinginan yang didasarkan atas 
kesukarelaan antara pihak pemegang hak dan pihak yang memerlukan 
tanah. 
c) musyawarah adalah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak 
menjelaskan pengertian musyawarah, namun Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 menjelaskan mengenai pelaksanaan musyawarah. Musyawarah 
dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama adalah konsultasi publik yang 
diatur dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Konsultasi publik 
dilakukan untuk memperoleh kesepakatan lokasi rencana pembangunan. 
Tahap kedua adalah musyawarah penetapan ganti rugi yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 39.  
 





Maria S. W. SoemardJono, menekankan satu hal dalam ganti rugi, yaitu 
prinsip keadilan dimana transaksi jual beli tanah yang berkeadilan adalah jika 
hasil yang diperoleh oleh pihak yang berhak minimal setara dengan ketika 
tanahnya belum dibeli Pemerintah. Idealnya peraturan mengatur agar pemilik 
tanah bisa dilindungi seperti melalui pemberian ganti rugi yang sesuai, dimana 
dalam pemberian ganti rugi jangan mengakibatkan kemunduran ekonomi, 
status sosial maupun tingkat hidup masyarakat pemilik tanah (Muhadar, 2006: 
61-62). 
Dasar pemberian ganti rugi terdapat dalam Pasal 18 UUPA yang 
berbunyi:  
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 
Undang-undang”.  
Dalam penjelasan pasal 18 dinyatakan bahwa pasal tersebut merupakan 
jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak 
dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat yang diatur menurut 
Undang-Undang (Aristya Windiana Pamuncak, 2016: 3).  
Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 
dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud diberikan 
berdasarkan ketentuan Pasal 33, Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh 
penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:  
(1) tanah;  
(2) ruang atas tanah dan bawah tanah; 
(3) bangunan;  
(4) tanaman;  
(5) benda yang berkaitan dengan tanah;  





Bentuk ganti kerugiannya diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pemberian Ganti Kerugian dapat 
diberikan dalam bentuk: 
(1) uang;  
(2) tanah pengganti;  
(3) pemukiman kembali;  
(4) kepemilikan saham; atau  
(5) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak  
Penghitungan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah diserahkan 
kepada Badan Penilai Publik yang bersifat independen, dasar penghitungannya 
meliputi: 
(1) Ganti kerugian fisik (material) tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman 
dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah 
(2) Ganti kerugian non fisik (immaterial) terdiri dari penggantian terhadap 
kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan dalam 
bentuk uang, serta kerugian lainnya yang dapat dihitung meliputi biaya 
transaksi, bunga (kompensasi masa tunggu), kerugian sisa tanah, dan jenis 
kerugian lainnya yang dinyatakan oleh pemberi tugas dalam surat 
perjanjian kerja. 
Ketentuan ganti rugi atas pengadaan tanah tidak hanya berlaku di 
Indonesia, melainkan di negara lainpun mengatur ketentuan terkait ganti rugi 
seperti Negara Norwegia  
“The Norwegian legal description of compulsory acquisition follows 
from the Constitution of the Kingdom of Norway. “If the State’s needs 
demands that somebody must leave his movable or immovable property 
for the public use he should have full compensation from the treasury 
Norwegian law allows expropriation for public and even for many 
private purposes” [35]. Appropriate or fair compensation should enable 
the former owner to buy another property with the same characteristics 
as the taken one. Thus, the compensation has to include i) the value of 
the taken property depending on the objective current value of the 





consequential damages to cover individual losses of the owners” 
(Subash Ghimire, Arbind Tuladhar, dkk, 2017: 174-175). 
Berdasarkan cuplikan jurnal di atas, dapat diketahui bahwa jika negara 
menginginkan seseorang harus meninggalkan harta bergerak atau tidak 
bergerak untuk kepentingan public, ia (pemerintah) harus memiliki 
kompensasi penuh dari perbendaharaan Norwegia agar dapat mengambil alih 
tanah untuk kepentingan publik dan bahkan untuk banyak tujuan pribadi. 
Kompensasi tersebut harus sesuai atau adil dan dapat memungkinkan pemilik 
sebelumnya untuk membeli properti lain (tanah dan bangunan) dengan 
karakteristik yang sama dengan yang diambil pemerintah. Dengan demikian, 
kompensasi tersebut didasarkan pada nilai pasar dan pembayaran tambahan 














































Peraturan Perundang-Undangan:  
1. Undang-Undang Dasar 1945 
2. UUPA 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo 
Perpres No. 40 Tahun 2014 Jo Perpres No. 99 
Tahun 2014 Jo Perpres No. 30 Tahun 2015 Jo 
perpres No. 148 tahun 2015 
5. Perka BPN No. 5 Tahun 2012  
 
Fakta Hukum 
Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi 
1. Pengadaan tanah untuk Pembangunan 
Rel Kereta Api Stasiun Solo Balapan – 
Bandara Adi Soemarmo  
2. Peraturan perundang - undangan terkait 
pengadaan tanah  
 
Premis Minor: 
1. Prinsip Transparansi dan Prinsip 
Partisipasi dalam pengadaan tanah untuk 
Pembangunan Rel Kereta Api Stasiun 
Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo 
2. Prinsip Transparansi dan Prinsip 
Partisipasi dalam peraturan perundang-




1. Ada atau tidak prinsip transparansi dan prinsip partisipasi 
dalam pengadaan tanah untuk Rel Kereta Solo Balapan – 
Bandara Adi Soemarmo  
2. Ada atau tidak prinsip transparansi dan prinsip partisipasi 






Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah 
pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini 
dilaksanakan dalam rangka memenuhi Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang 
adil, makmur, dan sejahtera dimana tanggungjawab untuk melaksanakan hal tersebut 
ada pada pundak pemerintah. 
Kewenangan pemerintah secara normatif untuk mengatur bidang pertanahan 
berpijak pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian “dikuasai” 
diuraikan lebih rinci dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta termasuk 
kekayaan alam di dalamnya. Kekuasaan mengatur ini meliputi baik tanah-tanah yang 
telah dimiliki seseorang atau badan hukum termasuk yang belum. 
Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya 
dijelaskan dalam Pasal 18 UUPA tanah sebagai fungsi sosial mengandung arti apabila 
tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah tersebut dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh 
undang-undang.  
Berdasarkan ketentuan di atas untuk memenuhi kebutuhan tanah dalam 
mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah dapat melakukan 
pembebasan tanah atau yang disebut juga dengan pengadaan tanah.  
Dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, 
pelaksanaanya seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan 
Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden 





Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Penunjang 
Teknis yaitu Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Untuk mencapai rasa keadilan masyarakat maka pelaksanaan pengadaan tanah 
harus memperhatikan asas atau prinsip yang ada dalam pengadaan tanah salah satunya 
yaitu prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Prinsip transparansi yaitu bahwa 
pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilaksanakan dengan 
memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 
dengan pengadaan tanah, termasuk mengenai ganti rugi yang harus dilakukan secara 
terbuka dengan cara musyawarah antar pihak terkait agar memperoleh kesepakatan 
bersama. Sedangkan prinsip partisipasi adalah dukungan dalam penyelenggaraan 
pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 
Prinsip transparansi dan prinsip partisipasi tersebut harus dilaksanakan 
pemerintah dalam melaksanakan proyek pembangunan rel kereta api Stasiun Solo 
Balapan – Bandara Adi Soemarmo. Yang akan dibahas penulis dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu ada atau tidak 
prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo dan 
apakah prinsip transparansi dan prinsip partisipasi tersebut telah diatur dalam 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 
Rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo 
 
Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Stasiun Solo 
Balapan – Bandara Adi Soemarmo ini berada di dua (2) wilayah administrasi yaitu 
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali dengan panjang rel kereta api ± 13,5 km, dengan memanfaatkan rel kereta 
api eksisting yang menuju Semarang dengan panjang ± 3.5 km dan pembuatan rel 
kereta yang baru sepanjang ± 10 km menuju Bandara Adi Soemarmo. Kegiatan ini 
merupakan proyek dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah.  
Letak dan luas tanah yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan Rel kereta 
api Stasiun Solo Balapan – Bandar Udara Adi Soemarmo didapatkan total luas 
lahan terkena dampak adalah seluas 130.000 m2. Adapun estimasi kebutuhan lahan 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1 Kebutuhan Lahan 
No Kepemilikan Luas Lahan 
1 PU Bina Marga 100.112 m2 
2 Warga Sepanjang Tol Solo-
KertoJoyo 
251.330 m2 
3 Warga Kelurahan Kadipiro 37.550 m2 
4 TNI-AU 17.130 m2 






Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 2011-2013 lokasi 
pembangunan rel kereta api Solo Balapan – Bandar Udara Adi Soemarmo masuk 
dalam kawasan peruntukan budidaya pertanian dan non pertanian termasuk 
didalamnya pembangunan fasilitas umum berupa rel kereta api. Mengacu pada 
informasi Tata Ruang Nomor 050/04113/12/2016 yang dikeluarkan oleh 
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan alih fungsi 
lahan pertanian berdasarkan Pasal 44 (2) UU No 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa dalam hal 
kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan 
dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 10 UU 
No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum dapat digunakan untuk pembuatan jalan umum, tol, 
terowongan, rel kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Maka 
lokasi yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk Rel kereta apisesuai dengan 
peruntukannya. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011-2013, lokasi pembangunan rel kereta 
api telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta. 
Selanjutnya berkenaan dengan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana 
tata ruang dan penetapan trase rel tersebut telah dikeluarkan surat rekomendasi 
dan keputusan sebagai berikut: 
a) Rekomendasi Walikota Surakarta No. 551.69/3824 tanggal 28 Oktober 2016 
b) Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah No. 551.59/0003218 tanggal 28 
Februari 2017 
c) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No KP 405 tahun 2017 
tanggal 6 April 2017  
Dasar hukum dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Rel kereta 





a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
c. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
d. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
e. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
f. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah  
h. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/80 Tahun 2017 tentang 
Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Rel 
kereta apiAkses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solo Balapan-Bandara Adi 








B. Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi dalam Proses Pengadaan 
Tanah untuk Pembangunan Rel kereta api Stasiun Solo Balapan – 
Bandara Adi Soemarmo 
 
Pengadaan tanah memang sangat berpengaruh besar bagi suatu pembangunan, tak 
terkecuali pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, salah 
satunya adalah pembangunan infrastruktur berupa rel kereta api. Tanpa adanya 
Pembebasan Tanah tidak mungkin pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – 
Bandara Adi Soemarmo dapat dilaksanakan. Pembangunan Rel kereta api ini 
dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas masyarakat, mengatasi kemacetan lalu 
lintas dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah.  
Pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo ini 
sendiri mengacu pada UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan Peraturan Pelaksananya yaitu 
Perpres No. 71/2012 Jo Perpres No. 40/2012 Jo Perpres No. 99/2014 Jo Perpres No. 
30/2015 Jo Perpres No. 148/2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Penunjang Teknis yaitu Perka 
BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Pada dasarnya pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi 
Soemarmo ini harus dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip yang diatur di dalam 
peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah yang berlaku, karena pada 
dasarnya asas atau prinsip merupakan dasar atau fondasi dalam peraturan perundang-
undangan tekait, dengan demikian setiap norma hukum dalam peraturan perundang-
undangan haruslah mengacu pada prinsip atau asas hukum yang telah tercantum. 
Implementasi dari asas-asas hukum tersebut, akan menjadi tolak ukur atau dasar untuk 
menilai apakah dalam pelaksanaan pengadaan tanah sudah sesuai dengan undang-





Salah satu prinsip atau asas yang harus ada dalam pengadaan tanah yaitu prinsip 
transparansi dan prinsip partisipasi. Prinsip transparansi ini penting untuk diterapkan 
dalam pengadaan tanah mengingat bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mendapatkan segala informasi terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah 
terutama terkait pembangunan untuk kepentingan umum. Makna dari prinsip 
transparansi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api ini adalah 
terbukanya akses masyarakat untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan 
dengan proyek pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi 
Soemarmo. Implementasi prinsip ini dapat diukur dengan parameter pengetahuan 
masyarakat mengenai segala informasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan 
rel kereta api dan diungkapkan dengan perilaku implementasi adanya undangan 
sosialisasi proyek, sesi tanya jawab pada setiap pertemuan sosialisasi dan musyawarah. 
Sedangkan tujuan diterapkannya prinsip partisipasi dalam pengadaan tanah 
dimaksudkan agar masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak yang ada di lokasi 
pengadaan tanah dilibatkan dalam tahap pengumpulan data, perencanaan pemukiman 
kembali (resettlement), dan dalam pelaksanaan proyek. Maka diperlukan komunikasi 
dan konsultasi dengan pihak terkait secara intensif dan berkesinambungan untuk saling 
memberi masukan yang diperlukan. Peran serta semua pihak yang terkait secara aktif 
dalam proses pelepasan hak akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat 
memperkecil kemungkinan timbulnya penolakan terhadap kegiatan pencabutan dan 
atau pelepasan hak atas tanah (Achmad rubaie, 2007: 9). 
Jadi makna prinsip partisipasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel 
kereta api ini adalah bahwa semua pihak dapat berperan aktif dalam setiap tahapan 
pelaksanaan program pembangunan untuk kepentingan umum. Mereka harus dapat 
saling memberikan masukan positif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan parameter 
adanya persetujuan dan kerelaan masyarakat serta adanya forum untuk menampung 
aspirasi masyarakat.  
Dalam pembahasan ini, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 





Soemarmo secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait pengadaan tanah yang berlaku yaitu UU No. 2 tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan Peraturan 
Pelaksananya yaitu Perpres No. 71/2012 Jo Perpres No. 40/2012 Jo Perpres No. 
99/2014 Jo Perpres No. 30/2015 Jo Perpres No. 148/2015 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan 
Penunjang Teknis yaitu Perka BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan pengadaan 
tanah untuk pembangunan rel kereta api ini telah menerapkan prinsip transparansi dan 
prinsip partisipasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Adapun prinsip transparansi dan 
prinsip partisipasi dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut meliputi: 
1. Tahap Perencanaan  
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan rel kereta api 
Stasiun Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo adalah Balai Teknik Perkeretaapian 
Kelas I Wilayah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Instansi tersebut 
pada tanggal 3 Agustus 2017 telah menyusun dokumen perencanaan pengadaan 
tanah yang memuat uraian tentang maksud dan tujuan pembangunan rel kereta api, 
lokasi pembangunan rel kereta api, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Prioritas Pembangunan, Letak dan luas tanah yang dibutuhkan, 
gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan 
tanah, perkiraan jangka waktu pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana 
anggaran. 
Dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta 
api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo tersebut, diuraikan maksud dan tujuan 
pembangunan rel kereta api adalah untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi 
masyarakat yang aman, nyaman dan tepat waktu, untuk meningkatkan 
perekonomian karena dengan adanya transportasi ini akan meningkatkan 





Dalam tahap perencanaan ini telah dilaksanakan secara transparan dan telah 
melibatkan partisipasi masyarakat. Karena pada tahap perencanaan ini Balai 
Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah sebelumnya telah melakukan 
survei lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat yang terindikasi 
terkena pengadaan tanah guna mencari informasi atau data terkait gambaran umum 
status tanah yang terindikasi terkena pengadaan tanah. Tim Aset Daop 6 dan Tim 
PD 6 pada tanggal 18 April 2017 telah melakukan survei awal. Setelah itu pada 
tanggal 25 April 2017 telah diadakan rapat koordinasi PT. KAI dengan Camat 
Banjarsari dan Lurah Gilingan, Nusukan dan Kadipiro serta aparat keamanan 
setempat untuk membahas rencana pengadaan tanah proyek pembangunan rel 
kereta api dan selanjutnya dilakukan pertemuan atau sosialisasi dengan warga yang 
terindikasi terkena pengadaan tanah pada bulan Mei 2017.  
Dalam sosialisasi tersebut Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa 
Tengah menjelaskan mengenai rencana proyek pembangunan rel kereta api jalur 
Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo, dimana dalam proyek 
pembangunan tersebut akan melewati lahan yang mereka tempati. Untuk itu Balai 
Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah meminta kerjasama 
masyarakat agar proyek pembangunan tersebut bisa berjalan lancar. Setelah 
dilakukannya sosialisasi, pada tanggal 15-18 Mei 2017 dilakukan pendataan dan 
pengukuran lahan disekitar jalur kereta api. Pada kegiatan tersebut masyarakat turut 
berpartisipasi dengan menunjukkan batas-batas kepemilikan lahannya.  
Dengan adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat yang terindikasi 
terkena pengadaan tanah dan dengan adanya penjelasan terkait rencana dan tujuan 
proyek pembangunan rel kereta api tersebut menunjukkan terpenuhinya prinsip 
transparansi berupa pemastian penerimaan informasi dan pemberitahuan tersebut 
telah memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan proyek pembangunan rel kereta api.  





Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang sudah dibuat Balai Teknik 
Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah diserahkan kepada Gubernur Jawa 
Tengah, selanjutnya Gubernur Jawa Tengah membentuk Tim Persiapan Pengadaan 
Tanah. Tim Persiapan untuk pembangunan rel kereta api tersebut terdiri dari: 
a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 
b. Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah 
c. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah 
d. Bappeda Litbang Provinsi Jawa Tengah 
e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 
f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 
g. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 
h. Biro Adminsitrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 
Selanjutnya tim persiapan melaksanakan konsultasi publik, dengan sebelumnya 
melakukan pemberitahuan adanya konsultasi publik. Pemberitahuan konsultasi 
publik dilakukan oleh tim persiapan dengan cara memberikan undangan tertulis 
secara langsung kepada pihak yang berhak. Konsultasi publik dilaksanakan pada 
tanggal 4 September 2017 di Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta.  
Konsultasi Publik merupakan tahapan rangkaian persiapan pengadaan tanah 
yang meliputi sosialisasi dan pendataan awal tentang kepemilikan tanah oleh Tim 
Persiapan Pengadaan Tanah. Tahapan ini dilaksanakan untuk mendapatkan 
kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan akan 
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan 
Lokasi Pembangunan.  
Dalam sosialisasi/konsultasi publik tersebut Tim Persiapan telah menjelaskan 
secara transparan mengenai manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada 
masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.  
Konsultasi publik tersebut dilakukan secara dialogis atau musyawarah antar 
pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam 





pendataan awal pihak yang berhak meliputi pengumpulan data tanah antara lain 
dokumen kepemilikan tanah yang pada kesempatan ini sekaligus dilaksanakan 
validitas/checking data dengan warga yang terkena proyek.  
Dalam kegiatan Konsultasi Publik ini, sudah terdapat prinsip transparansi yaitu 
pada saat sebelum dilakukannya konsultasi publik, Tim Persiapan telah terlebih 
dahulu memberikan undangan tertulis secara langsung kepada pihak yang berhak, 
karena dengan adanya undangan tersebut sebagai bukti telah adanya pemberian 
informasi kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui isi dari undangan 
tersebut. Selain itu prinsip transparansi juga telah diterapkan pada saat Tim 
Persiapan menjelaskan/menyampaikan secara transparan mengenai rencana 
Pengadaan Tanah dan Tim Persiapan juga telah menyediakan akses informasi yang 
jelas tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, dan hak masyarakat 
untuk menyampaikan keberatan. 
Selain itu, dalam kegiatan Konsultasi Publik ini juga sudah terdapat prinsip 
partisipasi karena pihak yang berhak berantusias untuk hadir dalam konsultasi 
publik, tingkat kehadiran masyarakat juga cukup tinggi. Dalam konsultasi publik 
dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak untuk 
memperoleh kesepakatan penetapan lokasi pembangunan. Dalam konsultasi publik 
tersebut, pihak yang berhak juga diberikan kesempatan untuk memberikan 
pendapat/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan. Namun, selama proses 
konsultasi publik berlangsung tidak terlalu banyak masyarakat yang memberikan 
pendapat/tanggapannya. Kebanyakan dari mereka hanya datang dan mendengarkan 
penjelasan dari Tim Persiapan. Kehadiran Pihak yang Berhak dibuktikan dengan 
daftar hadir.  
Pada tahap persiapan (konsultasi publik) pembangunan rel kereta api Stasiun 
Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo di Kota Surakarta, telah disepakati bahwa: 
a. Pihak yang berhak/warga Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari yang 





pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo di 
Kota Surakarta 
b. Pemerintah Daerah dan Kelurahan setempat berkomitmen mendukung dan 
sepakat/menyetujui terhadap program pemerintah pembangunan dimaksud 
yang melewati daerahnya. 
 
3. Penetapan Lokasi 
Setelah memperoleh kesepakatan penetapan lokasi pada waktu konsultasi 
Publik di Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya Balai Teknik 
Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah mengajukan permohonan 
penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan 
permohonan penetapan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Tengah.  
Dengan adanya permohonan tersebut, Gubernur Jawa Tengah telah 
mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/80 Tahun 
2017 pada tanggal 12 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Rel kereta api Bandara Adi Soemarmo 






Data Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Rel kereta apiAkses Bandara Adi 
Soemarmo Lintas Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo 
No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 





2 Boyolali Ngemplak 1. Desa Dibal 
2. Desa Donohudan 
3. Desa Kismoyoso 
4. Desa Pandeyan 
5. Desa Sindon 
6. Desa Ngesrep 
7. Desa Sawahan 
 
Gubernur bersama Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Tengah 
mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum secara 
transparan kepada masyarakat dengan cara: 
a. Ditempelkan di kantor Kelurahan Kadipiro, Kantor Kecamatan Banjarsari, 
dan/atau Kantor Kabupaten/Kota Surakarta. Pengumuman penetapan lokasi 
dilakukan selama paling kurang 14 hari kerja. 
b. Diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Pengumuman 
tersebut dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling 
sedikit 1 kali penerbitan pada hari kerja dan pengumuman melalui media 
elektronik dilaksanakan melalui laman (website) Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah (jatengprov.go.id), Pemerintah Kabupaten/Kota Surakarta 
(Surakarta.go.id) atau Instansi yang memerlukan tanah (Balai Teknik 
Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah). 
Pengumuman penetapan lokasi pembangunan dilakukan untuk 
menginformasikan kepada masyarakat bahwa lokasi tersebut akan dilaksanakan 
pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga dengan adanya pengumuman 
tersebut menunjukkan terpenuhinya prinsip transparansi berupa pemastian 
penerimaan informasi. 
 





Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah mendapatkan pelimpahan 
kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Jawa Tengah, untuk membentuk keanggotaan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah 
dan Sekretariat yang tertuang dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
Nomor 3460/KEP-33.72/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Susunan 
Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Rel kereta api Solo 
Balapan – Bandara Adi Soemarmo dan Sekretariat. 
 
Tabel 3 Susunan Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Rel kereta apiAkses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solo 
Balapan – Bandara Adi Soemarmo 
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN 
DALAM TIM 
1 SUNU DUTO 
WIDJOMARMO, 
SH., MKn 
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Ketua 
2 WAHYU DWI HARI 
PRASETYO, A. 
Ptnh.MH 
Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta 
Anggota 
3 DIDIK JOKO 
SAPTONO, ST. M. 
Eng 
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
Anggota 
4 DWI AGUS 
PURWANTO, S. 
SiT. MH 
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
Anggota 
5 HENDRO 
PRAMONO, S. Sos 







6 Ir. ENDAH 
SITARESMI 
SURYANDARI 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Surakarta 
Anggota 
7 Drh. WENI 
EKAYANTI 
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan dan Perikanan Kota Surakarta 
Anggota 
8 GUNAWAN, AP. 
ST. MT 
Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 
Surakarta 
Anggota 
9 WIDYO PORWOTO, 
SE 
Kasubbag Kewilayahan Bagian 
Pemerintahan Setda Kota Surakarta 
Anggota 
10 INDRADI, AP. SH. 
MM. 
Camat Banjarsari Anggota 
11 SUGENG BUDI 
PRASETYO. S. Sos. 
Kepala Kelurahan Kadipiro Anggota 
12 SUGIYANTO, SH Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan 




















1 SULARNA, S.SiT. M.Si. Kepala Sub Bagian 




2 ARIS SULISTIYANTO, 
S.H.M.HUM. 
















Sebelum pelaksanaan pengadaan tanah, panitia pelaksana pengadaan tanah 
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak mengenai tahapan-
tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dengan menghadirkan masyarakat pemilik 
tanah yang tanahnya terkena kegiatan pembebasan tanah sekaligus menghadirkan 
instansi pengguna tanah yaitu Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa 
Tengah untuk menjelaskan maksud dan tujuan pembangunan rel kereta api 
tersebut, penanganan dampak, tata cara pemberian ganti kerugian dan tata cara 
penanganan keberatan. Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai penyampaian 
informasi secara langsung dan transparan supaya tidak ada pihak-pihak yang akan 





pembangunan proyek ini, sehingga dilakukan tatap muka secara langsung antara 
panitia pelaksana pengadaan tanah dan masyarakat yang terdampak. 
Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan sosialisasi yang 
dilaksanakan di Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 17 November 
2017, dengan sebelumnya menyampaikan undangan kepada warga yang 
terdampak. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, masyarakat turut 
berpartisipasi secara aktif dengan menghadiri undangan sosialisasi dan berantusias 
mendukung kegiatan proyek pembangunan rel kereta api.  
Dalam kegiatan sosialisasi ini sudah terdapat prinsip transparansi yaitu pada 
saat sebelum dilakukannya sosialisasi, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah telah 
terlebih dahulu memberikan undangan tertulis secara langsung kepada pihak yang 
berhak. Selain itu, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah juga telah memberikan 
informasi secara transparan terkait maksud dan tujuan pembangunan rel kereta api 
tersebut, penanganan dampak, tata cara pemberian ganti kerugian dan tata cara 
penanganan keberatan. 
 
5. Inventarisasi dan Identifikasi 
Setelah diadakan sosialisasi mengenai rencana adanya pembangunan rel kereta 
api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo, panitia pelaksana pengadaan 
tanah membentuk Satgas A dan Satgas B untuk menginventarisasi dan 
mengidentifikasi subyek dan obyek pengadaan tanah.  
Selanjutnya, Satgas A melakukan pengukuran dan pemetaan batas bidang 
tanah. Pada kegiatan ini, sudah terdapat prinsip partisipasi karena masyarakat yang 
terdampak turut berpartisipasi menunjukkan batas-batas bidang kepemilikannya. 
Partisipasi masyarakat dalam menunjukkan bidang tanah kepemilikannya akan 
mempercepat proses pelaksanaan pengadaan tanah. Disamping itu, pemilik tanah 
menunjukkan/menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah baik berupa sertifikat 





Satgas B melakukan pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek tanah, yang 
meliputi: 
a. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak 
b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak  
c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau 
benda yang berkaitan dengan tanah 
d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang 
e. Status tanah dan dokumennya 
f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah 
g. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang 
berkaitan dengan tanah 
h. Pembebanan hak atas tanah 
i. Ruang atas dan ruang bawah tanah 
Pemilik tanah turut berpartisipasi untuk mendampingi dalam hal Satgas A dan 
Satgas B melakukan identifikasi dan inventarisasi tersebut. Dengan adanya 
partisipasi dari pemilik tanah supaya tidak ada aset pemilik tanah yang terlewat 
atau salah dalam pendataan maupun penghitungannya. Peran masyarakat dalam 
kegiatan ini, akan dapat meminimalisir sengketa/masalah yang timbul dilapangan 
karena kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemilik tanah, panitia 
pelaksana pengadaan tanah dan Satgas-Satgas yang melakukan kegiatan di 
lapangan.  
Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan obyek 
pengadaan tanah dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang 
didalamnya memuat nama pemegang hak atas tanah, status tanah dan dokumennya, 
luas tanah, pemilikan dan/atau penguasaan tanah dan/atau bangunan dan/atau 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. Kemudian, hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut 
diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas kepada Ketua Pelaksana Pcngadaan Tanah 





di kantor desa/kelurahan Kadipiro, kantor kecamatan Banjarsari dan tempat 
pengadaan tanah dilakukan. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi 
tersebut menunjukkan telah diterapkannya prinsip transparansi kepada pihak yang 
berhak. Tujuan diumumkannya hasil inventarisasi dan identifikasi secara 
transparan kepada masyarakat yang terdampak yaitu untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat yang terdampak apabila terdapat keberatan agar 
bisa mengajukan keberatannya. Namun, untuk warga yang terdampak di Kota 
Surakarta tidak terdapat keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut. 
 
6. Penetapan Penilai 
Setelah dilakukannya inventarisasi dan identifikasi, selanjutnya dilakukan 
penilaian ganti kerugian. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk Lembaga 
Penilai Harga Tanah untuk menilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk 
kepentingan umum. Penilaian harga tanah untuk tanah yang terkena pembangunan 
rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo dilakukan oleh 
Lembaga Penilai Harga Tanah yang independent. Lembaga yang ditunjuk adalah 
Jasa Penilai Publik KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang beralamat di Jalan Ki Mangun 
Sarkoro No.55, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta. Lembaga Penilai Harga 
Tanah tersebut adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia. Lembaga ini bersifat rahasia, artinya dalam menilai 
ganti kerugian hanya lembaga tersebut yang tahu. Dengan demikian dalam 
penetapan penilaian ganti kerugian yang dilakukan Jasa Penilai Publik belum 
terdapat prinsip transparansi dan prinsip partisipasi, karena dalam melakukan 
penilaian Jasa Penilai Publik tidak melibatkan partisipasi masyarakat. 
Jasa Penilai Publik melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai 
Penggantian Wajar (NPW). NPW itu diperoleh dari: 
a. Nilai pasar (Ganti Rugi Fisik) 
Nilai pasar (Ganti Rugi Fisik) adalah nilai yang berkaitan dengan fisik tanah. 





fisik tanah juga yang dialihkan adalah hak atas tanah. Sehingga kepemilikan 
atas hak tanah dan penguasaan fisik beralih dari penjual kepada pembeli. Yang 
dinilai dalam penilaian ganti rugi fisik ini, meliputi: 
1) Tanah: tim penilai melakukan survei ke daerah yang tidak terdampak, 
namun lokasinya juga tidak terlalu jauh dari lokasi terdampak supaya nilai 
tanahnya tetap sebanding atau mendekati dengan daerah yang terdampak. 
Hal itu dilakukan untuk mengetahui harga pasaran permeternya. 
2) Nilai Pasar Bangunan: berdasarkan data yang telah disurvei satu persatu 
ada kualifikasinya masing-masing. 
3) Nilai pasar tanaman : didapat dari SK ganti rugi tanam tumbuh dari Dinas 
Pertanian. 
 
b. Nilai non fisik 
Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012, Pasal 33 butir f dijelaskan 
penilaian besarnya nilai ganti “kerugian lain yang dapat dinilai” dihitung 
sebagai besaran nilai ganti rugi. Nilai non fisik ini merupakan kerugian lainnya 
yang dapat dinilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai non fisik ini, 
adalah: 
1) Kerugian usaha  
Sejumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah jika tanah yang 
dibebaskan digunakan sebagai mata pencaharian pemilik tanah 
2) Solatium (Kerugian Emosional) 
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemerintah karena hubungan 
psikologis pemilik tanah yang ada bangunan dengan hartanya tersebut. 
Besarnya nilai solatium ini adalah berkisar 10 s/d 30 persen dari nilai 
pasar tanah dan bangunan, tergantung lamanya pemilik tanah dan 
bangunan menempati bangunan. 





Perkiraan besarnya uang yang harus dibayarkan pemerintah untuk 
membiayai kepindahan (mengangkat barang dan lain-lain) jika rumah 
yang ditempatinya terkena pembebasan 
4) Biaya Pajak 
Biaya yang harus dibayarkan pemerintah jika pemilik tanah dan/atau 
bangunan membeli kembali tanah dan/atau bangunan ditempat lain. 
5) Masa Tunggu 
Sejumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah sebagai akibat adanya 
perbedaan waktu pembayaran. 
 
7. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 
Setelah dilakukan penilaian, maka selanjutnya dilaksanakan musyawarah oleh 
Pelaksana Pengadaan Tanah beserta Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah 
Jawa Tengah dengan pihak yang berhak. Musyawarah dilaksanakan untuk 
menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian 
ganti kerugian oleh Jasa Penilai Publik. Hasil kesepakatan dalam musyawarah 
menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. 
Pada prinsipnya musyawarah dilakukan secara langsung dan transparan antara 
pihak yang berhak atas tanah dengan pelaksana pengadaan tanah dan dipimpin oleh 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Sebelumnya, Pelaksana Pengadaan Tanah 
mengundang pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian 
dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan. Musyawarah penetapan bentuk 
ganti kerugian untuk warga di Kota Surakarta dilakukan di Kelurahan Kadipiro. 
Undangan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 
pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Pelaksana Pengadaan Tanah 
juga mengundang Camat Banjarsari dan Kepala Desa/Lurah Kadipiro untuk 
menyaksikan pelaksanaan musyawarah.  
Dalam musyawarah tersebut pelaksana pengadaan tanah menyampaikan hasil 





ditetapkan, agar masyarakat mengetahui hasil penilaiannya. Selain itu, Jasa Penilai 
Publik juga turut hadir dalam musyawarah tersebut untuk menjelaskan dasar dan 
cara penghitungan atau proses penilaian ganti kerugian. Kemudian dilanjutkan 
proses dialog dengan pihak yang berhak, untuk memberikan kesempatan kepada 
pihak yang berhak menyampaikan pertanyaan/pendapat kepada pelaksana 
pengadaan tanah. Adanya musyawarah secara langsung dan dialog dengan pihak 
yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat kepada pelaksana 
pengadaan tanah merupakan bukti telah diikutsertakannya partisipasi masyarakat.   
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 
Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah 
ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah. Lalu apabila masih belum puas 
dengan putusan Pengadilan Negeri, Pihak yang keberatan terhadap putusan 
Pengadilan Negeri sebagaimana dalam waktu paling lama 14 (empat betas) hari 
kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 
Permasalahan yang terjadi dalam musyawarah penetapan bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian di Kota Surakarta yaitu masih terdapat sekitar 15 warga 
yang belum sepakat terhadap besaran ganti kerugian. Namun, 15 warga tersebut 
tidak juga mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Terhadap warga yang 
belum setuju/sepakat tersebut dilakukan pendekatan-pendekatan personal sehingga 
tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak. Setelah dilakukan pendekatan-
pendekatan secara personal akhirnya 11 dari 15 warga yang tadinya belum sepakat 
menjadi sepakat. Sehingga masih ada 4 warga yang belum sepakat dengan besaran 
nilai ganti kerugian. Bagi warga yang telah sepakat dan setuju dengan harga yang 
ditentukan maka dibuatkan buku tabungan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah. 
Dimana dengan buku tabungan tersebut maka uang ganti rugi akan langsung 
ditransfer oleh panitia pelaksana pengadaan tanah kepada masyarakat yang 
tanahnya terkena pembangunan rel kereta api. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 





merugikan masyarakat. Sementara bagi warga yang belum sepakat tadi, uang ganti 
kerugiannya telah dititipkan di Pengadilan Negeri. 
Dari hasil musyawarah tersebut, pihak yang berhak di Kota Surakarta telah 
sepakat bahwa bentuk ganti kerugiannya dalam bentuk uang. Pemberian ganti 
kerugian dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian yang dilampiri dengan 
daftar pihak yang berhak penerima ganti kerugian, bentuk dan besarnya ganti 
kerugian yang telah diberikan, daftar dan bukti pembayaran/kwitansi, dan berita 
acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. Pada saat pemberian ganti 
kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan 
hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan obyek pengadaan tanah 
kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Ketua Pelaksana Pengadaan 
Tanah. 
8. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 
Setelah dilakukannya ganti kerugian dan pelepasan hak objek pengadaan tanah, 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa 
bidang bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang 
memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah. Setelah dilakukan serah 
terima hasil pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan tanah dapat 
langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan dan wajib 
mendaftarkan tanah yang diperolehnya tersebut.  
Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, pada dasarnya secara garis 
besar kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api telah 
menerapkan prinsip partisipasi. Untuk mengkaji apa saja indikator partisipasi 
masyarakat dalam pengadaan tanah tersebut penulis menggunakan indikator 
partisipasi menurut Marschall, menurutnya partisipasi masyarakat dapat dilihat 
berdasarkan indikator: 
1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat 
Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api ini telah 





sosialisasi dengan warga yang terindikasi terkena pengadaan tanah yaitu pada 
tahap perencanaan, forum konsultasi publik (tahap persiapan) dan forum 
musyawarah penetapan bentuk/dan atau besarnya ganti kerugian (tahap 
pelaksanaan). Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat, kritik dan sarannya terkait pengadaan tanah. 
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses 
Masyarakat telah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah misalnya pada tahap 
perencanaan instansi yang memerlukan tanah melakukan sosialisasi dan 
pendataan warga yang terindikasi pengadaan tanah, pada saat dilakukan 
pendataan obyek yang terindikasi pengadaan tanah warga turut membantu 
menunjukkan batas-batas kepemilikannya. Pada tahap persiapan yaitu pada saat 
dilakukan konsultasi publik tim persiapan melakukan pendataan awal pihak 
yang berhak dan pihak yang berhak tersebut mengumpulkan data tanah antara 
lain dokumen kepemilikan tanahnya. Lalu keterlibatan masyarakat dalam 
proses ini juga terlihat pada tahap pelaksanaan yaitu pada waktu kegiatan 
inventarisasi dan identifikasi kepemilikan atas tanah masyarakat turut 
membantu menunjukkan batas-batas kepemilikannya serta membantu 
menunjukkan atau menyerahkan bukti kepemilikannya untuk memudahkan 
pendataan.  
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses 
pengambilan keputusan. 
Masyarakat telah diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya dalam 
setiap pertemuan misalnya konsultasi publik (tahap persiapan) dan musyawarah 
(tahap pelaksanaan). Dalam kegiatan tersebut terdapat proses dialogis antar 
pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi dengan 
adanya proses dialogis tersebut menjadi bukti adanya akses bagi masyarakat 
untuk bisa menyampaikan pendapatnya.  
Lalu, untuk mengkaji sejauh mana dan seperti apa tingkat partisipasi 





menggunakan teori  The Ladder of Citizen (tangga pasrtisipasi publik) buah karya 
Sherry R. Arnstein. Menurut Arnstein terdapat tiga tingkatan partisipasi yang 
kemudian dirinci kembali ke dalam delapan anak tangga partisipasi (Sherry R. 
Arnstein, 2010: 217), tingkatan partisipasi tersebut antara lain: 
(1) Manipulation 
partisipasi terendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Pada 
tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog; 
tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau ”menyembuhkan” partisipan 
(masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum). 
(2) Therapy 
Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari 
pemerintah dan hanya bersifat satu arah, jadi masyarakat hanya mendengar 
saja. Pemegang kekuasaan/pemerintah memberikan alasan proposal dengan 
berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, 
tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan 
masukan dari masyarakat itu sendiri.  
(3) Informing 
Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu 
arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada 
masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan 
tanggapan balik (feed back). 
(4) Consultation 
Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah. Sudah ada 
penjaringan aspirasi, saran dan kritik ditampung, telah ada aturan pengajuan 
usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi 
belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun 
perubahan akan terjadi, karena keputusan akhir ada pada pemerintah/pemegang 





masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau 
dengar pendapat dengan masyarakat. 
(5) Placation 
Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara 
masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan 
saran atau merencanakan usulan kegiatan dan memberikan kritiknya. 
Pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian 
masyarakat yang dipengaruhi menjadi anggota suatu badan publik, dimana 
mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Namun 
pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan 




Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra 
sejajar/partner kerja. Mereka bersama sama dalam menyusun dan 
melaksanakan program kerja. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada 
negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal 
perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada 
masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan 
keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan 
kesepakatan. 
(7) Delegated Power 
Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat 
untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat 
memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 
keberhasilan program.  





Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program yang 
berkaitan dengan kepentingannya sehingga dapat mengendalikan proses 
pengambilan keputusan biasanya terkait sumber dana untuk memperoleh 
bantuan tanpa pihak ketiga. 
Selanjutnya Arnstein membagi 8 tingkatan partisipasi masyarakat menjadi 
3 kelompok besar, yaitu: 
1. Tidak ada partisipasi sama sekali (non participation) meliputi Manipulation 
dan  Therapy. 
dikatakan sebagai bukan peran serta, masyarakat hanya dijadikan sebagai 
obyek suatu kegiatan. Sehingga dengan kata lain, dalam hal ini tingkat 
partisipasi masyarakat rendah.  
2. Partisipasi masyarakat tinggal menerima beberapa ketentuan (degrees of 
tokenism), meliputi informing, consultation, dan placation. Tingkat 
partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat 
tapi tidak menjamin bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh 
pemegang keputusan, karena keputusan yang akan diambil sepenuhnya 
berada ditangan pemerintah. Sehingga dengan kata lain, dalam hal ini 
tingkat partisipasi masyarakat sedang. 
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (degrees of 
citizen power), meliputi partnership, delegated power, dan citizen control 
adalah apa yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang peran serta 
masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat dimana 
sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara 
masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi peran serta 
masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian dalam 
menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan 
penghidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam tingkatan ini 
memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan menjalankan 





pengusaha atau pada tingkat yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan 
(delegated power) dan pengawasan masyarakat (citizen control). Sehingga 
dengan kata lain, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat tinggi.  
Berdasarkan penjelasan diatas, maka tingkat partisipasi masyarakat Surakarta 
dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api berada pada tingkatan 
yang berbeda-beda ditiap tahapannya. Pada tahapan perencanaan tingkat 
partisipasi masyarakat berada pada tingkat partisipasi Consultation. Dimana pada 
tahapan ini komunikasinya sudah bersifat dua arah. Sudah terdapat penjaringan 
aspirasi masyarakat yaitu pada saat dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat 
yang terindikasi terkena pengadaan tanah. Meskipun masyarakat diberi 
kesempatan untuk memberikan kritik dan saran, tapi hal tersebut belum 
menjamin apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan 
terjadi, karena keputusan akhir ada pada pemerintah/pemegang kekuasaan. 
Sehingga dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat bersifat sedang. 
Pada tahap persiapan yaitu pada saat kegiatan konsultasi publik partisipasi 
masyarakat berada pada tingkatan Placation karena pada level ini komunikasi 
telah berjalan dengan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan 
pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau 
merencanakan usulan kegiatan dan memberikan kritiknya. Namun pemerintah 
tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan 
tersebut. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan konsultasi publik untuk menetapkan 
lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api, bagi masyarakat yang 
berkeberatan dengan penetapan lokasi mereka harus mengajukan keberatan dulu 
kepada Gubernur. Hal ini menunjukkan keputusan akhir ada pada 
pemerintah/pemegang kekuasaan.  
Pada tahap pelaksanaan yaitu pada saat kegiatan musyawarah bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian partisipasi masyarakat berada pada tingkatan Placation 
karena pada level ini komunikasi telah berjalan dengan baik dan sudah ada 





memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan dan memberikan 
kritiknya. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai 
kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan 
musyawarah penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugianpun sama, 
apabila masyarakat  keberatan dengan besarnya ganti kerugian mereka harus 
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan jika belum puas masih bisa 
mengajukan ke Mahkamah Agung. Sehingga keputusan akhirnya berada pada 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.  
Pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api ini juga telah 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi berupa adanya keterbukaan 
berupa akses informasi kepada masyarakat yang lahannya terkena pengadaan 
tanah. Prinsip transparansi yang telah diterapkan tersebut telah sesuai dengan 
indikator transparansi menurut Kristianten (2006:73), indikator pengukuran 
tersebut yaitu: 
1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 
Kesediaan dan aksesibilitas dokumen ini berkaitan dengan kesediaan 
dan kemudahan masyarakat dalam mengakses segala informasi mengenai 
pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api. Kesediaan dan 
kemudahan mengakses informasi diberikan pada saat kegiatan konsultasi 
publik (tahap persiapan) yaitu masyarakat diperbolehkan mengetahui atau 
mengakses dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi Balai Teknik 
Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Tengah. Dokumen tersebut memuat 
maksud dan tujuan pembangunan rel, lokasi pembangunan rel kereta api, 
kesesuaian dengan RTRW, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, gambaran 
umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah 
dan perkiraan jangka waktu pembangunan.  
Pada tahap pelaksanaan yaitu pada kegiatan musyawarah bentuk 
dan/atau ganti kerugian masyarakat diberikan akses untuk mengetahui 





Publik yang independen. Namun, pada tahapan perencanaan belum terdapat 
aksesibilitas dokumen karena pada tahap perencanaan masih dilakukan 
penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. 
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 
Mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi ini dapat diketahui pada 
saat sosialisasi dengan masyarakat yang terindikasi pengadaan tanah yaitu 
pada tahap perencanaan dimana warga diberitahukan terkait rencana adanya 
pembangunan rel kereta api yang akan melewati rumah-rumah warga yang 
terindikasi pengadaan tersebut sehingga Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 
1 Wilayah Jawa Tengah meminta kerjasamanya.  
Pada tahap persiapan yaitu pada saat pelaksanaan konsultasi publik, 
pihak yang berhak juga diberi penjelasan yang jelas dan kelengkapan 
informasi dari Tim Persiapan yaitu terkait  manfaat, maksud dan tujuan 
pembangunan kepada masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan 
dari para pemilik.  
Pada tahap pelaksanaan yaitu pada saat pelaksanaan musyawarah 
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian pihak yang berhak juga 
mendapatkan kelengkapan informasi dari Panitia Pelaksana Pengadaan 
Tanah yaitu maksud dan tujuan pembangunan rel kereta api tersebut, 
penanganan dampak, tata cara pemberian ganti kerugian dan tata cara 
penanganan keberatan. Lalu dalam musyawarah pun Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah menjelaskan mengenai rincian besaran ganti kerugian. 
3. Keterbukaan proses 
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api ini 
dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pada setiap proses 
tahapan pengadaan tanah telah dilakukan secara terbuka/transparansi, 
karena pada setiap proses tersebut sudah dilakukan dengan 
mengikutsertakan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, persiapan 





diikutsertakan setiap kali diadakan sosialisasi dengan begitu masyarakat 
mengetahui sampai dimana proses pengadaan tanah tersebut.  
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 
Mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengadaan 
tanah sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah mengatur bahwa 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan 
asas/prinsip salah satunya yaitu asas keterbukaan (transparansi), yang 
dimaksud asas keterbukaan dalam hal ini yaitu bahwa pengadaan tanah 
untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 






C. Prinsip Partisipasi dan Transparansi dalam Peraturan Perundang-
Undangan tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum antara lain yaitu UU No. 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan 
peraturan pelaksananya yaitu Perpres No. 71/2012 Jo Perpres No. 40/2012 Jo Perpres 
No. 99/2014 Jo Perpres No. 30/2015 Jo Perpres No. 148/2015 tentang 





dan Peraturan Penunjang Teknis yaitu Perka BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut secara implisit sudah 
terdapat prinsip partisipasi dan prinsip transparansi dalam pengadaan tanah. Sudah 
seharusnya prinsip transparansi dan prinsip partisipasi tersebut diterapkan, mengingat 
dalam UU No. 2 tahun 2012  telah mengatur asas/prinsip yang harus ada dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
dilaksanakan berdasarkan asas/prinsip: 
1. Kemanusiaan 
Pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap 
hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional. 
2. Keadilan 
Pengadaan tanah harus memberikan jaminan penggantian yang layak kepada 
Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan 
kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 
3. kemanfaatan  
Hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan 
masyarakat, bangsa, dan negara. 
4. Kepastian 
Memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah 
untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk 
mendapatkan ganti kerugian yang layak. 
5. Keterbukaan 
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan 







Bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa 
unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 
7. Keikutsertaan 
Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui 
partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari 
perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 
8. kesejahteraan 
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi 
kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas. 
9. keberlanjutan 
Kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, 
berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
10. Keselarasan 
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan 
kepentingan masyarakat dan negara. 
Berdasarkan asas/prinsip diatas, asas keterbukaan dan asas keikutsertaan 
merupakan wujud dari prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam pengadaan 
tanah, sehingga sudah seharusnya prinsip tersebut diterapkan dalam setiap tahapan 
dalam kegiatan pengadaan tanah, mulai dari tahap perencanaan,tahap persiapan pada 
waktu penetapan lokasi pembangunan dan tahap pelaksanaan pada waktu inventarisasi 
dan identifikasi subyek dan obyek pengadaan tanah dan musyawarah penetapan bentuk 
dan besarnya ganti kerugian.  
Pengaturan prinsip partisipatif dan prinsip transparansi pada masing-masing 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini prinsip transparansi dan prinsip partisipasi sudah 
diterapkan, yaitu pada saat Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Penetapan 
Lokasi Pembangunan. Tujuan konsultasi publik adalah untuk mendapatkan 





Prinsip Transparansi berupa akses informasi pada kegiatan konsultasi publik diatur 
dalam UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 19 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 31 
tentang pemberitahuan konsultasi publik kepada pihak yang berhak melalui 
undangan tertulis secara langsung dan dibuktikan dengan adanya tanda terima 
undangan yang ditandatangani pihak yang berhak. Perpres No. 71/2012 Pasal 32 
tentang penjelasan rencana pengadaan tanah oleh Tim Pcrsiapan dalam konsultasi 
publik. Dan UU No. 2 Tahun 2012 pasal 26 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 
46 tentang pengumuman penetapan lokasi pembangunan. 
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 19 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 
pasal 31 Pemberitahuan konsultasi publik dilakukan oleh tim persiapan dengan cara 
memberikan undangan tertulis secara langsung kepada pihak yang berhak dalam 
waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan konsultasi publik. Pemberian 
undangan ini dibuktikan dengan adanya tanda terima undangan yang 
ditandatangani oleh pihak yang berhak. Jika pihak yang berhak tidak diketahui 
keberadaannya, maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di kantor 
desa/kecamatan dan melalui media cetak atau media elektronik. Dengan adanya 
undangan dan tanda terima undangan tersebut menunjukkan terpenuhinya prinsip 
transparansi berupa pemastian penerimaan informasi. Pengumuman di kantor 
desa/kecamatan dan melalui media cetak/elektronik bagi yang tidak diketahui 
tempat tinggalnya adalah sudah tepat dan memenuhi unsur penerimaan informasi 
untuk keadaan khusus. 
Berdasarkan Perpres No. 71/2012 Pasal 32 dalam Konsultasi Publik Tim 
Persiapan harus menjelaskan secara transparan mengenai rencana pengadaan tanah 
dalam Konsultasi Publik kepada pihak yang berhak. Penjelasan tersebut meliputi 
maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan 
waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukan 
nilai ganti kerugian, obyek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, hak 





Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 pasal 26 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 
pasal 46 Tim Persiapan harus mengumumkan penetapan lokasi pembangunan yang 
telah disepakati pada saat Konsultasi Publik. Pengumuman penetapan lokasi 
pembangunan dilaksanakan dengan cara ditempelkan di kantor kelurahan/desa, 
kantor kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan; dan 
serta diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik. Dengan adanya 
penjelasan dari Tim Persiapan terkait rencana pengadaan tanah dan 
pemberitahuan/pengumuman penetapan lokasi pembangunan telah menunjukkan 
terpenuhinya prinsip transparansi, karena berdasarkan penjelasan dan 
pemberitahuan tersebut telah memberikan akses kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.  
Prinsip Partisipasi berupa peran serta masyarakat pada kegiatan konsultasi 
publik diatur dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 33 tentang adanya proses 
dialogis dengan memberi kesempatan kepada pihak yang berhak untuk 
menyampaikan pendapat/tanggapannya terhadap lokasi rencana pembangunan dan 
penyampaikan keberatan apabila masyarakat tidak setuju/tidak sepakat terhadap 
penetapan lokasi  pembangunan.  
Berdasarkan Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 33 Dalam Konsultasi Publik 
dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak. Pihak 
yang Berhak diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan 
terhadap lokasi rencana pembangunan. Jika terdapat kesepakatan, maka dibuatkan 
Berita Acara Kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan maka dilakukan konsultasi 
ulang dalam tenggang wktu 30 hari kerja sejak berita acara kesepakatan dibuat. Jika 
konsultasi ulang tidak berhasil mereka dapat mengajukan keberatan kepada 
gubernur. Pemilik/pihak yang berhak yang masih keberatan dengan keputusan 
gubernur, dapat mengajukan gugatan ke PTUN dan selanjutnya dapat mengajukan 
kasasi ke MA. Keputusan final lokasi pembangunan jika tidak ada kesepakatan 





Dilihat dari teknis konsultasi publik ini esensinya adalah sama dengan 
musyawarah, yaitu ada proses dialogis antara tim persiapan dengan pihak yang 
berhak dalam memutuskan lokasi rencana pembangunan di tempat tersebut. Proses 
dialogis ini merupakan wujud telah diterapkannya prinsip partisipasi masyarakat 
karena masyarakat turut hadir dan menyampaikan pendapat/sarannya dalam proses 
dialogis tersebut.  
 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Identifikasi dan Inventarisasi mengenai Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah 
Prinsip Partisipasi berupa peran serta masyarakat pada kegiatan 
inventarisasi dan identifikasi diatur dalam UU 2/2012 pasal 28 Jo perpres 
71/2012 pasal 56 Jo Perka BPN 5/2012 pasal 10 dan 16 tentang kegiatan 
inventarisasi dan identifikasi yang meliputi pengukuran dan pemetaan bidang 
per bidang tanah dan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek 
Pengadaan Tanah.  
Dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan satgas 
tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menunjukkan bukti 
kepemilikan tanah dan menunjukkan patok batas bidang tanah kepemilikan. 
Serta masyarakat juga diajak untuk ikut mengawasi kerja satgas dalam 
mengidentifikasi terkait obyek pengadaan tanah baik berupa kegiatan 
penghitungan/pengukuran bangunan, tanah dan obyek lain yang dapat dinilai.  
Prinsip transparansi berupa akses informasi pada kegiatan inventarisasi dan 
identifikasi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 pasal 29 ayat (1) dan (2) Jo 
perpres 71 Tahun 2012 pasal 60 ayat 1 dan 2 Jo Perka BPN No. 5 Tahun 2012 
pasal 17 ayat 3 tentang pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi secara 
bertahap, parsial atau keseluruhan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan 
dan tempat pengadaan tanah. Pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu 





Pengumuman tersebut menunjukkan terpenuhinya prinsip transparansi 
berupa pemberian informasi secara tidak langsung. Tetapi karena pengumuman 
tersebut juga berada di tempat lokasi pengadaan tanah yang merupakan milik 
dari pemilik/pihak yg berhak, maka pengumuman tersebut memenuhi unsur 
pemastian penerimaa informasi.  
Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam bentuk 
peta bidang tanah dan daftar nominatif yang berisi data mengenai subyek dan 
obyek secara ringkas. Dengan adanya keterangan/data subyek dan obyek secara 
ringkas tersebut memudahkan orang untuk membaca dan  memahaminya, 
sehingga memberi jaminan adanya informasi yang lengkap dan menyeluruh. 
Tujuan diumumkannya hasil inventarisasi dan identifikasi kepada 
masyarakat adalah memberi kesempatan kepada pihak yang berhak untuk 
mengajukan keberatan apabila terdapat keberatan terhadap hasil inventarisasi 
dan identifikasi yang diumumkan (UU No. 2 Tahun 2012 pasal 29 ayat (4) dan 
(5) Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 61 ayat (1), dan (2) Jo Perka BPN No. 




b. Penetapan Penilai/Penilaian Ganti Kerugian 
Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh Penilai Pertanahan (Penilai), yaitu 
orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan 
profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan 
dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung 
nilai/harga obyek pengadaan tanah (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 
1 angka 11 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 1 angka 11). Penilai ditetapkan 
oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, tetapi penilai bertanggungjawab secara 





Pasal 32 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 63 Ayat (2) dan (3)). Penilaian 
ganti kerugian dilakukan bidang perbidang tanah, yang meliputi: 
1) tanah;  
2) ruang atas tanah dan bawah tanah;  
3) bangunan;  
4) tanaman;  
5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau  
6) kerugian lain yang dapat dinilai. 
Dalam melakukan tugasnya, Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang 
tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 
33 Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 65 Ayat (1), dan (2) Jo Perka BPN No. 
5 Tahun 2012 Pasal 23). 
Dari pengaturan penilaian ganti kerugian, terlihat bahwa pada masa 
berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 mengatur mengenai penilai, obyek penilaian, 
hasil penilaian dan ketentuan penilaian, tetapi tidak mengatur mengenai dasar 
dan mekanimse penilaian ganti kerugian. 
Pada kegiatan penilaian ganti kerugian tidak diatur mengenai prinsip 
transparansi dan prinsip partisipasi berupa peran serta pemilik/pihak yang 
berhak kecuali pengaturan pengumuman penilai yang telah ditetapkan (UU No. 
2/2012 Pasal 31 ayat (2)” lembaga pertanahan mengumumkan penilai yang 
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (91) untuk melaksanakan 
penilaian obyek pengadaan tanah”). Sehingga pengaturan penilaian ganti 
kerugian tidak memenuhi prinsip partisipasi dan prinsip transparansi. Padahal 
hasil penilaian ganti kerugian dari penilai merupakan nilai tunggal dari bidang 
perbidang tanah yang dijadikan dasar dalam musyawarah dan penetapan ganti 
kerugian. Sehingga tidak partisipasinya kegiatan penilaian ganti kerugian dapat 






c. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 
Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dilaksanakan oleh pelaksana 
pengadaan tanah dengan pihak yang berhak dan mengikutsertakan instansi yang 
memerlukan tanah dalam tenggang waktu paling lama 30 hari kerja sejak hasil 
penilaian diserahkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah (Berdasarkan 
UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat (1) Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 
68 Ayat (1), (2) dan Pasal 70 Ayat (3) Jo Perka BPN No. 5 Tahun 2012 Pasal 
23 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (1)). 
Prinsip transparansi berupa akses informasi pada kegiatan musyawarah 
penetapan ganti kerugian nampak pada Perpes No. 71 Tahun 2012 Pasal 69 
Ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai pemberian undangan secara tertulis 
kepada pemilik/pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah 
sebelum dilaksanakannya musyawarah dan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 37 
Ayat (1) Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 68 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 
69 Ayat (3) Jo Perka BPN No. 5 Tahun 2012 Pasal 25 Ayat (1) yang mengatur 
mengenai mekanisme pelaksanaan musyawarah, dengan disampaikannya hasil 
penilaian ganti kerugian dari badan penilai publik yang independen. 
Menurut Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 69 Ayat (1) dan (2) sebelum 
dilaksanakannya musyawarah, pelaksana pengadaan tanah dalam waktu paling 
lambat 5 hari sebelum pelaksanaan musyawarah menyampaikan undangan 
secara tertulis kepada pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah. 
Isi undangan tersebut meliputi waktu, tempat dan agenda musyawarah 
penetapan ganti kerugian. 
Adanya undangan musyawarah ganti kerugian yang diberikan langsung 
kepada pihak yang berhak merupakan bentuk telah terpenuhinya prinsip 
transparansi berupa pemastian penerimaan informasi. Penyampaian undangan 
dalam waktu paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan musyawarah tersebut 





mempersiapkan bahan-bahan/rujukan/materi/segala sesuatu yang akan 
dijadikan bahan untuk disampaikan dalam musyawarah. 
Pada prinsipnya musyawarah dilakukan secara langsung antara pihak yang 
berhak atas tanah dengan pelaksana pengadaan tanah dan dipimpin oleh ketua 
pelaksana pengadaan tanah (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat 
(1) Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 68 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 69 
Ayat (3) Jo Perka BPN No. 5 Tahun 2012 Pasal 25 Ayat (1)). Dalam 
musyawarah tersebut pelaksana pengadaan tanah menyampaikan hasil 
penilaian ganti kerugian dari penilai independen yg telah ditetapkan, kemudian 
dilanjutkan dengan dialog dengan pihak yang berhak, untuk menyampaikan 
pendapat/usulan/tawaran kepada pelaksana pengadaan tanah. Dengan 
disampaikannya hasil penilaian ganti kerugian dari penilai independen 
merupakan bentuk adanya prinsip transparansi kepada masyarakat, karena 
masyarakat telah diberikan akses untuk memperoleh informasi terkait rincian 
nilai ganti kerugian. 
Adanya musyawarah secara langsung dan dialog dengan pihak yang berhak 
untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usulan/tawaran kepada pelaksana 
pengadaan tanah merupakan bentuk adanya prinsip partisipasi masyarakat. 
Karena dalam musyawarah tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk 
memberikan pendapatnya terkait bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.  
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya 
ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada 
Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah. Pengadilan negeri 
memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang 
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 14 
(empat betas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 





(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan 
negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan 
keberatan (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 38 Jo Perpres No. 71 
Tahun 2012 Pasal 73).  
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti 
Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah 
ditentukan, karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan 
besarnya ganti kerugian (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 39). 
Berdasarkan penjelasan diatas, secara implisit peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan tanah telah menerapkan prinsip transparansi 
dan prinsip partisipasi khususnya pada tahapan persiapan dan pelaksanaan 
pengadaan tanah, berikut rincian dari penjelasan di atas: 
Kegiatan Transparansi Partisipasi 
Konsultasi 
Publik 
1. UU No. 2 Tahun 2012 
Pasal 19 Jo Perpres No. 
71 Tahun 2012 pasal 31 
tentang pemberitahuan 
konsultasi publik 
kepada pihak yang 
berhak melalui 
undangan tertulis secara 
langsung dan 
dibuktikan dengan 
adanya tanda terima 
undangan yang 
ditandatangani pihak 
yang berhak. Dalam hal 
Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 33 
tentang adanya proses dialogis 
dengan memberi kesempatan 
kepada masyarakat yang terkena 
dampak untuk menyampaikan 
pandangan/pendapat/tanggapannya 
terhadap lokasi rencana 
pembangunan dan penyampaikan 
keberatan apabila masyarakat tidak 
setuju/tidak sepakat terhadap 










dilakukan mclalui:  
a . pengumuman di 
kantor kelurahan/desa 
atau nama lain atau 
kecamatan pada lokasi 
rencana pembangunan; 
dan  
b. media cetak atau 
media elektronik. 
2. Perpres No. 71/2012 
Pasal 32 tentang 
penjelasan rencana 
pengadaan tanah oleh 








b. tahapan dan waktu 
proses penyelenggaraan 





c. peran Penilai dalam 
menentukan nilai Ganti 
Kerugian;  
d. Objek yang dinilai 
Ganti Kerugian; bentuk 
Ganti Kerugian; dan  
e. hak dan kewajiban 
Pihak yang Berhak. 
3. UU No. 2 Tahun 2012 
pasal 26 Jo Perpres No. 








dilokasi pembangunan ) 
maupun diumumkan 








UU No. 2 Tahun 2012 
pasal 29 ayat (1) dan (2) 
Jo perpres 71 Tahun 2012 
pasal 60 ayat 1 dan 2 Jo 
UU 2/2012 pasal 28 Jo perpres 
71/2012 pasal 56 Jo Perka BPN 
5/2012 pasal 10 dan 16 tentang 










Perka BPN No. 5 Tahun 
2012 pasal 17 ayat 3 
tentang pengumuman 
hasil inventarisasi dan 
identifikasi secara 
bertahap, parsial atau 
keseluruhan di kantor 
desa/kelurahan, kantor 
kecamatan dan tempat 
pengadaan tanah 
dilakukan dalam waktu 
paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja.  
 
identifikasi yang meliputi 
pengukuran dan pemetaan bidang 
per bidang tanah dan pengumpulan 
data Pihak yang Berhak dan Objek 
Pengadaan Tanah.  
Dalam kegiatan inventarisasi dan 
identifikasi yang dilakukan satgas 
tersebut akan melibatkan partisipasi 
masyarakat untuk menunjukkan 
bukti kepemilikan tanah dan 
menunjukkan patok batas bidang 
tanah kepemilikan. Serta masyarakat 
juga diajak untuk ikut mengawasi 
kerja satgas dalam mengidentifikasi 
terkait obyek pengadaan tanah baik 
berupa kegiatan 
penghitungan/pengukuran bangunan, 








1. Perpes No. 71 Tahun 
2012 Pasal 69 Ayat (1) 





berhak dan instansi 
UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat 
(1) Jo Perpres No. 71 Tahun 2012 
Pasal 68 Ayat (1), (2) dan (3) dan 
Pasal 69 Ayat (3) Jo Perka BPN No. 
5 Tahun 2012 Pasal 25 Ayat (1) 
yang mengatur mengenai 
menyampaikan hasil penilaian ganti 









2. UU No. 2 Tahun 2012 
Pasal 37 Ayat (1) Jo 
Perpres No. 71 Tahun 
2012 Pasal 68 Ayat 
(1), (2) dan (3) dan 
Pasal 69 Ayat (3) Jo 
Perka BPN No. 5 
Tahun 2012 Pasal 25 







kerugian dari badan 
penilai publik yang 
independen 
yang telah ditetapkan, kemudian 
dilanjutkan dengan dialog dengan 
pihak yang berhak, untuk 
menyampaikan 
pendapat/usulan/tawaran kepada 
pelaksana pengadaan tanah. 
Adanya musyawarah secara 
langsung dan dialog dengan 
pemilik/pihak yang berhak untuk 
menyampaikan 
pertanyaan/pendapat/usulan/tawaran 
kepada pelaksana pengadaan tanah 
merupakan tanda adanya prinsip 











Berdasarkan rumusan masalah dan sesuai dengan penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
dalam pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan - Bandara Adi 
Soemarmo secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip 
transparansi dan prinsip partisipasi yaitu pada tahapan perencanaan, persiapan 
dan pelaksanaan pengadaan tanah. Implementasi prinsip transparansi terlihat 
dari telah dilaksanakannya sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan 
masyarakat, dengan adanya sosialisasi dan musyawarah tersebut masyarakat 
memperoleh berbagai macam informasi mengenai pembangunan rel kereta api 
Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo. Realisasinya yaitu dengan 
adanya undangan sosialisasi dan adanya penjelasan dari Tim Persiapan 
maupun Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah. Implementasi prinsip partisipasi 
sudah berjalan dengan baik sampai tahap pemberian izin dari masyarakat atas 
pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo, 
antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam berpartisipasi pada setiap 
kegiatan yaitu selalu hadir dalam setiap undangan sosialisasi dan musyawarah 
dan adanya forum yang menampung kritik dan saran dari masyarakat. Namun, 
dalam kegiatan penilaian besarnya ganti kerugian yang dilakukan oleh Kantor 
Jasa Penilai Publik belum terdapat prinsip transparansi dan prinsip partisipasi, 
karena penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai 
Publik yang bersifat independen dan rahasia, artinya dalam menilai ganti 






bersifat rahasia, namun penyampaian hasil penilaian ganti kerugian tersebut 
tetap harus disampaikan kepada masyarakat secara langsung dan transparan 
dalam pertemuan musyawarah penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian. 
2. Secara garis besar peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah 
yaitu UU No. 2 Tahun 2012 Jo Perpres No.71 Tahun 2012 Jo Perka BPN 
Tahun 2012 secara implisit telah terdapat prinsip transparansi dan prinsip 
partisipasi. Prinsip transparansi dan prinsip transparansi tersebut terdapat 
dalam pengaturan terkait pemberitahuan konsultasi publik, pengaturan 
pengumuman penetapan lokasi pembangunan, pengaturan adanya proses 
dialogis, pengaturan tentang pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, 
pengaturan tentang tata cara pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi, 
pengaturan pemberian undangan secara tertulis kepada pihak yang berhak, 
pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan musyawarah, dan pengaturan 
mengenai menyampaikan hasil penilaian ganti kerugian. 
 
B. SARAN 
1. Untuk mendukung prinsip transparansi dan prinsip partisipasi, maka akan lebih 
sempurna jika dilakukan pembaharuan hukum pengaturan pengadaan tanah 
yang ada, yaitu UU No. 2 tahun 2012. Pembaharuan Hukum peraturan 
pengadaan tanah yang transparan dan partisipasi meliputi: Memperbaiki 
ketentuan penilaian mengenai, Jasa Penilai Publik dalam melakukan penilaian 
besaran ganti kerugian mekanisme dan pengambilan keputusannya melibatkan 
Pihak yang Berhak/kuasanya secara kemitraan dan sederajad. Menambahkan 
ketentuan sebelum melakukan penilaian ada penyampaian informasi dasar dan 
cara penilaian yang akan dilakukan kepada Lembaga Pertanahan dan Pihak 
yang Berhak. Merubah dasar penilaian menjadi bahan pertimbangan dalam 





2. Penyelenggara Pengadaan Tanah supaya lebih memahami bahwa dalam 
pengadaan tanah ini Pihak yang Berhak tidak pada kehendak untuk melepaskan 
tanah. Kesediaan Pemilik melepaskan tanah adalah bentuk nyata peran mereka 
dalam mensukseskan pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga lebih 
menghargai mereka dengan cara menempatkan mereka sebagai mitra dalam 
pengambilan keputusan pengadaan tanah dan mengupayakan untuk menjaga 
kesejahteraannya. 
3. Jika pemilik tanah tidak menginginkan kompensasi/besarnya ganti kerugian 
yang ditawarkan Pemerintah, maka hal ini perlu ditindaklanjuti dengan cara 
kompromi dan dialogis yang memprioritaskan kesejahteraan pemilik tanah. 
4. Terhadap 4 warga yang belum sepakat dengan besaran ganti kerugian yang 
ditawarkan perlu dilakukan pendekatan-pendekatan untuk diberi penjelasan 
bahwa pembebasan tahan/pengadaan tanah dilakukan untuk pembangunan 
kepentingan umum yang nantinya manfaatnya dapat dinikmati semua orang 
sehingga mereka bersedia dengan sukarela untuk melepaskan hak atas tanahnya 
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